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ABSTRAK

Penyalahgunaan bahan kimia  Formalin, Boraks dan Rhodamin B dalam  produk pangan terbukti berdampak buruk bagi kesehatan manusia, Karenanya dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini selaras dengan  Undang -undang Nomor 18 Tahun  2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa pangan tidak hanya dituntut untuk memberikan pasokan produk pangan dalam jumlah dan gizi yang cukup,tetapi juga aman, 

Permasalahan yang akan dibahas adalah pertama, pengaturan Bahan Tambahan Pangan (BTP), khususnya mengenai standar ukuran penggunaan formalin, boraks dan rodhamin B serta sanksi terhadap pelanggaran penggunaan BTP,  Kedua, peran BPOM Jambi dalam pengawasan terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat. 

 
Penulis menggunakan  Metode penelitian  pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui metoda berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus

Akhirnya diperoleh kesimpulan antara lain pertama, Peraturan tentang BTM ada pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 772/MENKES/PER/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan secara tegas menyatakan formalin dan boraks bukan merupakan  bahan tambahan makanan dan  dilarang digunakan dalam makanan. Sedangkan Rhodamin B termasuk dalam salah satu zat warna yang dilarang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Rl No.235/Menkes/Per/VI/79 tentang Zat Warna yang Dilarang Digunakan. Kedua, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki fungsi pengawasan terhadap produk pangan, fungsi pengawasan ini dilakukan berdasarkan “Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) 3 Lapis”, atau sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control. 
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, bahan berbahaya

LATAR BELAKANG

Makanan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat sehingga pemenuhan makanan  merupakan hak bagi setiap  individu. Food and Agriculture Organization (FAO) (2010) menyatakan bahwa setiap individu berhak memperoleh hak atas pangan yang dicirikan oleh  kemampuannya untuk dapat mengakses semua elemen untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan pangan dan  gizi untuk hidup sehat dan aktif. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1996 tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. 

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pangan menyebutkan: “Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan”. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329/Menkes/PER/XII/76, yang dimaksud zat aditif yaitu bahan yang sengaja ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu makanan.  Zat aditif menurut peraturan Menkes No. 235 (1979) dapat dikelompokan menjadi 14 kelompok berdasarkan fungsinya.

Sesuai Permenkes nomor 722/MENKES/PER/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan, dijelaskan bahwa formalin tidak boleh digunakan dalam makanan.

Menurut Dra. Erna Suryati, Apt., M.Kes. dari Dinas Kesehatan DIY, masyarakat yang mengkonsumsi makanan mengandung formalin bisa menyebabkan gangguan persyarafan berupa susah tidur, sensitif, mudah lupa, sulit berkonsentrasi. Pada wanita, formalin akan menyebabkan gangguan menstruasi,  infertilitas, dan kanker.

Boraks maupun bleng juga tidak aman untuk dikonsumsi sebagai makanan, tetapi ironisnya penggunaan boraks sebagai komponen dalam makanan sudah meluas di Indonesia. Mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks memang tidak serta merta berakibat buruk terhadap kesehatan, tetapi boraks akan menumpuk sedikit demi sedikit karena diserap dalam tubuh konsumen secara kumulatif. Seringnya mengkonsumsi makanan berboraks akan menyebabkan gangguan otak, hati dan ginjal. Dalam jumlah banyak, boraks menyebabkan demam, anuria (tidak terbentuknya urin), koma, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan depresi, apatis, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan hingga kematian.

Rhodamin B merupakan zat kimia berbahaya yang tak boleh dicampur dengan makanan, 

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa  pengawasan terhadap ketentuan penyelenggaraan perlindungan konsumen peraturan perundangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 

Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 58 Tahun 2001TentangPembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumenmenyebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. BPOM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden  Nomor 103 Tahun  2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun  2005, yang selanjutnya akan disebut LPND, yang mengatur mengenai pembentukan lembaga-lembaga pemerintah nondepartemen. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, fungsi BPOM adalah:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;

2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;

3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;

4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa konsumen berhak atas:  

1. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta  jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak- hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. 

Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut, maka sudah sepantasnya konsumen mendapatkan yang terbaik dalam hal produk makanan, baik lokal  maupun impor sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri. 

karena itu perlu adanya kepastian kepada masyarakat sebagai konsumen, mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam hal produk-produk makanan yang mengandung formalin, boraks dan rhodamin B melebihi kadar yang diperbolehkan, yang telah beredar di pasar dalam negeri serta juga adanya aturan-aturan yang mengatur mengenai formalin, boraks dan rhodamin B sebagai bahan berbahaya yang terdapat di dalam produk makanan. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan penelitian tentang “Peran Balai POM Jambi Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk  Makanan  Yang Mengandung Bahan Berbahaya Yang Dapat Berakibatkan Bagi Kesehatan”. 
PERUMUSAN MASALAH 

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan suatu identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan Bahan Tambahan Pangan (BTP), khususnya mengenai standar ukuran penggunaan formalin, boraks dan rodhamin B serta sanksi terhadap pelanggaran penggunaan BTP?

2. Bagaimana peran BPOM Jambi dalam pengawasan terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat?
HASIL PENELITIAN
a. Pelaksanaan Peran BPOM Jambi Dalam Pengawasan Terhadap Produk Makanan Yang Beredar Di Masyarakat
Rencana program pengawas obat dan makanan disusun oleh Balai POM di Jambi selama satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil Laporan Program Balai POM Jambi tahun anggaran 2012, kegiatan Balai POM   khususnya menyangkut pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan produk pangan tahun 2012 yang dilakukan oleh  Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan  berkolaborasi dengan Bidang  Pengujian Pangan & Bahan Berbahaya  adalah  sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan 

Hasil Laporan Tahunan Balai POM Jambi tahun 2012 Sarana Produksi pangan skala industri dengan registrasi MD (dalam negri)  di Provinsi Jambi berjumlah 23 sarana, dan semua sarana  telah terperiksa degan hasil 13 sarana memenuhi ketentuan dan 10 sarana yang tidak memenuhi ketentuan. 

2. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Sarana distribusi pangan adalah tempat di mana  pangan di edarkan. Berdasarkan hasil Laporan Tahunan Balai POM Jambi tahun  2012 diperoleh data sebagai berikut:  jumlah sarana distribusi pangan yang ada di provinsi Jambi adalah 554 sarana, dan telah diperiksa sebanyak 362 sarana. Dengan hasil 356 sarana telah memenuhi ketentuan dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan,  yaitu :

a. Mengedarkan Pangan tanpa izin edar: 4 Sarana 

b. Memajang untuk di etalase pangan dengan kemasan rusak/penyok:  2 Sarana 

Tindak lanjut terhadap hasil temuan yaitu: peringatan, membuat pernyataan dan pemusnahan produk.

3. Pemeriksanan Parcel

Mengamankan produk pada hari raya keagamaan (Idul fitri 2012 , Natal dan Tahun Baru ) dari bahan berbahaya, dilakukan pemeriksaan terhadap 89 sarana distribusi pangan dan dari sarana tersebut yang menjual parcel hanya 10 sarana. Dan tidak ditemukan pelanggaran.

4. Pengujian Contoh Pangan

Pengujian dilakukan pada sample yang  diambil dari sarana distribusi dan pengujian dilakukan di laboratorium Balai POM Jambi. Pengujian contoh pangan tahun 2012 dilakukan sebanyak tiga kali pengujian,  dilaksanakan terhadap contoh pangan yang di ambil secara acak pada beberapa sarana produksi dan  distribusi pangan yang dilakukan pada bulan februari, juli dan bulan oktober 2012,  sedangkan Uji profisiensi dilaksanakan 2 kali setahun  sebagai pelaksanaya adalah  Komite Akreditasi Nasional,  Badan Standardisasi Nasional, dan oleh Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional.Pengujian Pangan tahun 2012, Balai POM Jambi mengambil sejumlah 1472 item.Contoh Pangan yang telah selesai diuji sebanyak 1435 item, yang belum selesai diuji sebanyak 37 item. Sampel yang selesai diuji memiliki jumlah parameter uji fisika 267 dan kimia 2703 dengan hasil uji memenuhi syarat 1268 item, tidak memenuhi syarat 129 item, mengandung bahan berbahaya 24 item. Dari hasil pemeriksaan 24 sample yang mengandung bahan berbahaya terdiri dari formalin: 5 sample, rhodamin B: 7 sample, dan boraks: 12 sample.  (Tabel 1)

Tabel 1.Pengujian Sample Pangan,  makanan mengandung Bahan Berbahaya tahun 2012 Balai POM Jambi
	No
	Nama Produk Pangan
	Nama Bahan Berbahaya
	Jumlah
	Status

	1
	Terasi
	Rhodamin B
	3
	3 Tidak terdaftar

	2
	Cendol
	Rhodamin B
	2
	1 (sample pihakIII)

1 (jajanan Pasar)

	3
	Kerupuk
	Rhodamin B
	2
	2 (Sample pihak III)

	4
	Mie kuning
	Boraks
	4
	4 (Tidak terdaftar)

	5
	Jagung marning
	Boraks
	1
	1 (IRT)

	6
	Kerupuk
	Boraks
	7
	5 (Sample pihak III)

2 IRT

	7
	Tahu
	Formalin
	2
	2 (Sample pihak III)

	8
	Ikan asin
	Formalin
	2
	2 (Sample pihak III)

	9
	Ikan segar
	Formalin
	1
	1 (Tidak terdaftar)

	
	24
	24


PEMBAHASAN

a. Peraturan Mengenai Standar Ukuran Penggunaan Formalin, Boraks dan Rhodamin B 
Standar dan aturan ukuran  formalin, boraks dan rhodamin B yang masih dapat ditoleransi batasnya untuk dikonsumsi oleh manusia di Indonesi mengikuti standart international. Pasal 10 ayat (2) Keputusan Direktorat Jendral Pengawas Obat dan Makanan Nomor  02592/B/SK/VIII/91, menyatakan bahwa untuk bahan tambahan makanan yang tidak tercantum pada Kodeks Makanan Indonesia atau persyaratannya belum ditetapkan oleh Menteri, harus memenuhi persyaratan tentang bahan tambahan makanan yang disarankan oleh Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO) atau World Health Organization (WHO) Codex Alimentarius Commision atau persyaratan yang tercantum pada Food Chemicals Codex. Berdasarkan Codex Alimentarius Commision mengenai Laporan Sidang Ketiga Mengenai Kontaminan Dalam Makanan, ditetapkan bahwa batas formalin, boraks dan rhodamin B yang masih dianggap wajar atau batas toleransi unsur formalin, boraks dan rhodamin B dapat masuk ke tubuh manusia serta tidak membahayakan kesehatan manusia sebagai berikut :

a. Formalin

Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk.  Di dalam larutan formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air dan merupakan anggota paling sederhana dan termasuk kelompok aldehid dengan rumus kimia HCHO.  

Sebenarnya batas toleransi formaldehida (formalin adalah nama dagang zat ini) yang dapat diterima tubuh manusia dengan aman adalah dalam bentuk air minum, menurut International Programme on Chemical Safety (IPCS), adalah 0,1 mg per liter atau dalam satu hari asupan yang dibolehkan adalah 0,2 mg. Sementara formalin yang boleh masuk ke tubuh dalam bentuk makanan untuk orang dewasa adalah 1,5 mg hingga 14 mg per hari. Berdasarkan standar Eropa, kandungan formalin yang masuk dalam tubuh tidak boleh melebihi 660 ppm (1000 ppm setara 1 mg/liter). Sementara itu, berdasarkan hasil uji klinis, dosis toleransi tubuh manusia pada pemakaian secara terus-menerus (Recommended Dietary Daily Allowances/RDDA) untuk formalin sebesar 0,2 miligram per kilogram berat badan. 

Sedangkan standar United State Environmental Protection Agency/USEPAuntuk batas toleransi formalin di udara, tercatat sebatas 0.016 ppm.Sedangkan untuk pasta gigi dan produk shampo menurut peraturan pemerintah di negara-negara Uni Eropa (EU Cosmetic Directive) dan ASEAN (ASEAN Cosmetic Directive) memperbolehkan penggunaan formaldehida di dalam pasta gigi sebesar 0.1 % dan untuk produk shampoo dan sabun masing-masing sebesar 0.2 %.

b. Boraks

Boraks maupun bleng tidak aman untuk dikonsumsi sebagai makanan dalam dosis berlebihan.Batas aman/legal penggunaan boraks dalam makanan adalah 1 gram / 1 kg pangan.  Mengkonsumsi makanan berboraks dalam jumlah berlebihan akan menyebabkan gangguan otak, hati, dan ginjal. Dalam jumlah banyak, boraks menyebabkan demam, anuria (tidak terbentuknya urin), koma, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan depresi, apatis, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan, hingga kematian.                                                                                                                                                                                               

c. Rhodamin B
Rhodamin B adalah salah satu zat pewarna sintetis yang biasa digunakan pada industri tekstil dan kertas.Zat ini ditetapkan sebagai zat yang dilarang penggunaannya pada makanan melalui Menteri Kesehatan (Permenkes) No.239/Menkes/Per/V/85.Rumus molekul dari rhodamin B adalah C28H31N2O3Cl dengan berat molekul sebesar 479.000. Zat yang sangat dilarang penggunaannya dalam makanan ini berbentuk kristal hijau atau serbuk ungu kemerah-merahan, sangat larut dalam air yang akan menghasilkan warna merah kebiru-biruan dan berfluorensi kuat. 
Termasuk bahan kimia berbahaya yang bila tertelan, terhisap atau terserap melalui kulit.Toksisitasnya adalah ORL–RAT LDLO (500mg/kg -1).

b. Peran Balai POM Jambi Dalam Pengawasan Terhadap Produk Makanan Yang Beredar Di Masyarakat  

Merujuk pada beberapa kasus pro justicia hasil penyelidikan BPOM Jambi, terlihat bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha sangat ringan, yaitu hanya peringatan.  Untuk sebagai tindakan preventif maka pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM secara berkala yaitu 1 kali 3 bulan, langsung ke setiap lokasi pengolahan makanan dan minuman dan ke tempat-tempat sarana peredarannya berdasarkan kepada aturan yang telah ditetapkan  oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  No. 329/Men-Kes/PER/XII/1976 Tentang Produksi dan Peredaran Makanan.

Sesuai Kepmenperindag No. 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu, tindakan yang dilakukan Badan POM sehubungan dengan penyalahgunaan formalin untuk pengawet makanan  adalah melaksanakan sosialisasi tentang bahaya formalin terhadap kesehatan terhadap pengusaha industri kecil (home industri) di beberapa kabupaten bekerja sama dengan Pemda setempat. Kewenangan Badan POM lebih diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan sebagai  pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga permasalahan penelitian yang diangkat, maka dapat diambil  suatu kesimpulan berdasarkan metoda berfikir deduktif, yaitu berangkat dari teori dan aturan yang sudah diyakini kebenarannya. Kesimpulan yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Telah ada aturan tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan standarisasi hukum terhadap penggunaan formalin, boraks  dan  rhodamin B.Peraturan Menteri Kesehatan No. 772/MENKES/PER/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan secara tegas menyatakan formalin dan boraks bukan merupakan  bahan tambahan makanan dan  dilarang digunakan dalam makanan. Rhodamin B termasuk dalam salah satu zat warna yang dilarang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Rl No.235/Menkes/Per/VI/79 tentang Zat Warna yang Dilarang Digunakan. Telah ada juga aturan tegas mengenai ambang batas toksisitas untuk formalin, boraks dan rhodamin B berdasarkan ketentuan yang terdapat Codex Alimentarius Commision dan menurut International Programme on Chemical Safety (IPCS). Demikian juga telah ada aturan tegas mengenai sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ambang batas penggunaan Bahan Tambahan Pangan.
2. Dalam mengemban tugas dan fungsi pengawasan tersebut BPOM Jambi tiap tahunnya menyusun Rencana Program Pengawas Obat dan Makanan. Program ini disusun oleh Balai POM di Jambi selama satu tahun anggaran. Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengawasan produk yang beredar di masyarakat sehingga produk tersebut terjamin keamananya, memenuhi persyaratan mutu dan bermanfaat.  Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki fungsi pengawasan terhadap produk pangan, fungsi pengawasan ini dilakukan berdasarkan “Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) 3 Lapis”, atau sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, diberikan beberapa saran kepada BPOM:

1. Pasal 136 huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menetapkan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terhadap pelanggaran batas penggunaan Bahan Tambahan Pangan. Namun sanksi yang dijatuhkan BPOM selama ini hanya berupa teguran kepada produsen makanan. Karenanya diberikan saran kepada BPOM agar selanjutnya lebih tegas dalam menerapkan sanksi sehingga ada efek jera terhadap produsen pangan.  

2. Sebagai upaya pre-market control, BPOM perlu menerapkan secara ketat aturan-aturan  standardisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di masyarakat. Sebagai upaya post-market control, BPOM perlu secara kontinu memberikan pendidikan kepada konsumen melalui komunikasi, informasi dan edukasi serta mengeluarkan public warning (peringatan kepada masyarakat) bila ditemukan produk makanan  yang membahayakan dan tidak layak untuk dikonsumsi, serta meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan  Dinas Perindag agar peggunaan bahan berbahaya dalam pangan dapat di kendalikan.
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